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ABSTRAK
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[bookmark: _Hlk126949822][bookmark: _Hlk33683072][bookmark: _Hlk99734839][bookmark: _Hlk99734741][bookmark: _Hlk86048586][bookmark: _Hlk99734794][bookmark: _Hlk111401999][bookmark: _Hlk126949512]Farhan Sulistya 0098.02.54.2021 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (dibimbing oleh Mulyati Pawennai dan Muh. Rustam).
Penelitian bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone, dan (2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone.
Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Bone di wilayah hukum Kabupaten Bone, kemudian dilakukan analisis kuantitatif.
Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: (1). Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara. (2). Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukumnya yaitu substansi hukum.
[bookmark: _Hlk112734660][bookmark: _Hlk117150426]Direkomendasikan bahwa: (1). Seyogyanya pemerintah perlu mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat berupa penyelesaian permasalahan secara musyawarah dalam merumuskan undang-undang lalu lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas. (2). Seyogyanya pihak Kepolisian Resort Bone perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

